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ABSTRAK
Penggunaan kepailitan sebagai alat penagihan utang telah menjadi isu yang signifikan dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia. Prinsip yang seharusnya menjadi dasar adalah kepailitan digunakan sebagai solusi kolektif bagi debitor yang tidak mampu membayar utang-utangnya kepada para kreditor, bukan sebagai instrumen paksaan untuk memaksa debitor melunasi utang tertentu. Namun, praktiknya menunjukkan adanya penyalahgunaan, di mana permohonan kepailitan diajukan oleh kreditor tunggal atau sekelompok kreditor dengan tujuan utama untuk menekan debitor agar segera membayar utangnya, bahkan ketika debitor masih memiliki kemampuan finansial. Situasi ini mengancam keseimbangan antara perlindungan debitor dan hak kreditor. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan menggunakan pendekatan studi kasus (case study approach). Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma, asas dan kaidah hukum yang berlaku, yaitu UUKPKPU, SEMA No. 3/2023, serta doktrin-doktrin hukum terkait kepailitan. Pendekatan studi kasus diterapkan dengan menganalisis secara mendalam Putusan Nomor 97/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jakarta Pusat Analisis terhadap Putusan Nomor 97/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diamanatkan oleh SEMA No. 3/2023. Dalam pertimbangannya, majelis tidak hanya berpegang pada syarat formal pembuktian sederhana, tetapi juga melakukan verifikasi substansial terhadap keberadaan utang dan jumlah kreditor. Majelis hakim menolak permohonan PKPU dengan alasan utang yang diajukan merupakan utang yang masih dalam sengketa atau belum pasti (disputed debt) dan bukan utang yang jatuh tempo serta dapat ditagih (liquidated debt). Implikasi dari putusan ini sangat signifikan. 
Kata Kunci: Kepailitan, Pembuktian Sederhana, PKPU
ABSTRACT
The use of bankruptcy as a debt collection tool has become a significant issue within the Indonesian bankruptcy law system. The fundamental principle should be that bankruptcy serves as a collective solution for debtors unable to pay their debts to creditors, rather than a coercive instrument to force a debtor to settle a specific debt. However, in practice, there are instances of misuse where bankruptcy petitions are filed by a single creditor or a group of creditors with the primary objective of pressuring the debtor for immediate payment, even when the debtor still possesses financial capacity. This situation threatens the balance between debtor protection and creditor rights.This research is normative legal research utilizing a case study approach. Normative legal research is employed to examine prevailing norms, principles, and legal rules, specifically the Law on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts (UUKPKPU), Supreme Court Circular Letter (SEMA) No.3/2023 and legal doctrines related to bankruptcy. The case study approach is applied through an in-depth analysis of Decision Number 97/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jakarta Pusat indicates that the panel of judges applied the principle of prudence as mandated by SEMA No.3/2023. In their considerations, the panel did not merely rely on the formal requirements of simple evidence but also conducted a substantial verification of the existence of the debt and the number of creditors. The judges rejected the PKPU (Suspension of Debt Payment Obligations) petitions on the grounds that the submitted debts were still in dispute (disputed debt) and did not constitute mature and collectible debts (liquidated debt). The implications of these decisions are highly significant.
Keywords: Bankcruptcy, Simple Proof, Suspension of Debt Payment Obligations
A. PENDAHULUAN
Hukum kepailitan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dirancang sebagai sebuah mekanisme hukum kolektif untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang ketika seorang debitor berada dalam kondisi insolven (tidak mampu membayar utangnya). Tujuannya untuk memastikan pembagian aset debitor secara adil dan merata kepada seluruh kreditor, bukan untuk memihak pada satu kreditor tertentu. Namun, seiring berjalannya waktu, tujuan mulia ini seringkali terdistorsi dalam praktik. Kepailitan, yang seharusnya menjadi solusi akhir, justru kerap disalahgunakan oleh para kreditor sebagai instrumen penagihan utang yang agresif dan intimidatif. Fenomena ini telah menjadi isu krusial yang mengancam integritas sistem hukum kepailitan di Indonesia.

Penyalahgunaan ini terjadi karena beberapa faktor. Salah satu faktor utamanya adalah adanya prinsip pembuktian sederhana (simple proof) yang menjadi ciri khas hukum kepailitan.
 Prinsip ini, yang termaktub dalam Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU, menyatakan bahwa permohonan kepailitan harus dikabulkan apabila terbukti secara sederhana adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan bahwa syarat-syarat kepailitan telah terpenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi adanya dua atau lebih kreditor dan satu utang yang jatuh tempo serta dapat ditagih. Prinsip ini, yang bertujuan untuk mempercepat proses peradilan, ternyata menjadi celah hukum yang dimanfaatkan oleh kreditor untuk menekan debitor.
 Kreditor hanya perlu membuktikan secara sumir adanya utang, tanpa harus melalui proses pembuktian yang mendalam dan berlarut-larut seperti dalam perkara perdata biasa. Akibatnya, permohonan kepailitan sering diajukan bahkan ketika utang tersebut masih dalam sengketa (disputed debt) atau belum dapat dipastikan keberadaannya. Hal ini membuat banyak perusahaan yang sebenarnya masih sehat secara finansial terancam pailit dan terpaksa tunduk pada tuntutan kreditor demi menghindari proses kepailitan yang merugikan.

Permasalahan ini semakin kompleks ketika melihat bagaimana Pengadilan Niaga, sebagai lembaga yang berwenang, menyikapi permohonan kepailitan. Dalam beberapa kasus, hakim cenderung bersikap formalistik, yaitu hanya berpegang pada terpenuhinya syarat-syarat formil kepailitan tanpa melihat substansi di baliknya. Sikap ini, ditambah dengan ketiadaan pedoman yang jelas, membuka ruang lebar bagi kreditor untuk menggunakan permohonan kepailitan sebagai alat penagihan utang, bukan sebagai upaya penyelesaian utang secara kolektif. Situasi ini tidak hanya merugikan debitor, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum dan mencederai rasa keadilan.

Menyadari adanya kekosongan pedoman yang konsisten, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. SEMA ini, khususnya terkait dengan hukum kepailitan, memberikan penekanan yang kuat pada prinsip kehati-hatian bagi majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). SEMA ini secara eksplisit mengingatkan bahwa permohonan kepailitan tidak boleh disalahgunakan sebagai alat penagihan utang, terutama jika utang tersebut masih dalam sengketa. SEMA ini diharapkan dapat menjadi tameng hukum yang efektif untuk mengembalikan fungsi hukum kepailitan pada tujuan awalnya.

Kehadiran SEMA No.3/2023 memunculkan pertanyaan penting mengenai bagaimana pedoman tersebut diimplementasikan dalam praktik peradilan. Apakah SEMA ini benar-benar mampu mengubah pola pikir dan pertimbangan dari hakim di Pengadilan Niaga? Apakah SEMA ini dapat menjadi instrumen yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan kepailitan sebagai alat penagihan utang.
 Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menganalisis secara mendalam sebuah kasus konkret, yaitu Putusan Nomor 97/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jakarta Pusat.

Putusan ini menjadi studi kasus yang menarik karena mencerminkan bagaimana majelis hakim menginterpretasikan dan menerapkan SEMA No.3/2023 dalam sebuah permohonan PKPU.
 Analisis terhadap putusan ini akan memperlihatkan secara jelas bagaimana pertimbangan hakim berkembang dari sekadar formalistik menjadi lebih substansial, dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan perlindungan hukum bagi para pihak. Putusan ini juga akan dianalisis untuk melihat bagaimana prinsip pembuktian sederhana yang menjadi dasar permohonan kepailitan dan PKPU disikapi oleh majelis hakim pasca terbitnya SEMA No.3/2023. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi implikasi yang timbul dari putusan tersebut terhadap praktik hukum kepailitan secara umum, serta melihat seberapa efektif SEMA No.3/2023 dalam menegakkan kembali integritas hukum kepailitan.

Pada dasarnya, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi. Pertama, untuk menyoroti masalah penyalahgunaan hukum kepailitan sebagai alat penagihan utang yang selama ini meresahkan dunia usaha. Kedua, untuk menganalisis efektivitas SEMA No.3/2023 sebagai sebuah pedoman hukum baru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Ketiga, untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana hakim di Pengadilan Niaga seharusnya bersikap dalam menangani perkara kepailitan dan PKPU, yaitu tidak hanya berfokus pada aspek formal, tetapi juga pada aspek substansial. Dengan menganalisis Putusan Nomor 97/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jakarta Pusat dan 71/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jakarta Pusat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan doktrin hukum kepailitan di Indonesia, serta menjadi referensi bagi para praktisi hukum dan akademisi.

B. PEMBAHASAN 
Hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (UUKPKPU), seharusnya berfungsi sebagai mekanisme kolektif untuk menyelesaikan utang piutang debitor yang benar-benar tidak mampu membayar. Prinsip utamanya adalah melindungi semua kreditor secara adil dan merata, bukan sebagai alat bagi satu atau sekelompok kreditor untuk menekan debitor. Namun, dalam praktiknya, tujuan mulia ini seringkali terdistorsi. Permohonan pailit dan PKPU kerap kali disalahgunakan sebagai instrumen penagihan utang yang agresif. Fenomena ini merusak integritas hukum kepailitan dan menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha.

Penyalahgunaan ini berakar pada beberapa faktor, salah satunya adalah interpretasi yang terlalu longgar terhadap prinsip pembuktian sederhana (simple proof). Sesuai Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU, permohonan pailit dapat dikabulkan jika terbukti secara sederhana adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih, serta adanya kreditor lain. Prinsip ini, yang seharusnya mempercepat proses, justru menjadi celah bagi kreditor untuk mengajukan permohonan kepailitan meskipun utang tersebut masih dalam sengketa (disputed debt). Majelis hakim, dalam beberapa kasus, cenderung bersikap formalistik, hanya berpegang pada terpenuhinya syarat-syarat formil tanpa mengkaji substansi sengketa utang.

Dengan SEMA ini, hakim memiliki dasar yang kuat untuk menolak permohonan kepailitan jika utang tersebut masih disengketakan oleh debitor. Hal ini secara efektif mencegah kreditor menggunakan kepailitan sebagai alat untuk memutus sengketa perdata secara paksa, karena sengketa tersebut seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata biasa, bukan melalui kepailitan.

Poin terpenting dari SEMA tersebut adalah adanya instruksi tegas untuk mencegah penyalahgunaan kepailitan sebagai alat penagihan utang.
 SEMA ini secara eksplisit mengakui bahwa praktik ini telah terjadi dan perlu dihentikan. SEMA ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk mempertimbangkan niat di balik permohonan yang diajukan. Meskipun UUKPKPU tidak secara eksplisit mengatur tentang "niat buruk" kreditor, SEMA ini memberikan landasan bagi hakim untuk menafsirkan peraturan yang ada dengan semangat keadilan. Apabila hakim menemukan indikasi bahwa permohonan diajukan bukan untuk menyelesaikan masalah insolvensi debitor secara kolektif, melainkan semata-mata untuk menekan debitor agar membayar satu utang tertentu, maka permohonan tersebut harus ditolak. Hal ini sejalan dengan tujuan fundamental hukum kepailitan, yaitu untuk penyelesaian kolektif, bukan individual.

Kasus ini bermula dari permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh seorang kreditor (selanjutnya disebut "Pemohon") terhadap sebuah perusahaan (selanjutnya disebut "Termohon"). Pemohon mendasarkan permohonannya pada adanya utang yang diklaim telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta adanya kreditor lain. Dokumen-dokumen yang diajukan oleh Pemohon meliputi perjanjian kerja sama, surat-surat tagihan dan bukti-bukti pembayaran yang diklaim menunjukkan adanya utang yang belum dibayar oleh Termohon.
1. Analisa Studi Kasus Putusan No.97/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jakarta Pusat 

a. Studi Kasus Putusan No.97/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jakarta Pusat
Fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukan Pemohon, Sky House JO, adalah kerja sama operasional antara perusahaan konstruksi multinasional China State Construction Engineering Co. Ltd. dengan PT Dacheng Engineering Indonesia. Posisi mereka dalam proyek Sky House BSD+ adalah sebagai kontraktor utama dan kontraktor pekerjaan dekorasi untuk beberapa tahap pembangunan. Termohon, PT Sunny Garden Property, adalah developer proyek tersebut. Pemohon mengklaim bahwa berdasarkan kontrak pekerjaan dekorasi dan perjanjian tambahan dalam Main Building Contract, Termohon memiliki kewajiban pembayaran yang belum dilunasi. Pemohon menegaskan bahwa utang tersebut telah jatuh tempo dan wajib dibayarkan, sehingga memenuhi unsur syarat PKPU, yakni adanya utang yang sudah dapat ditagih.

Kasus ini mencakup permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Sky House JO, sebuah kerja sama Operasi antara China State Construction Engineering Co. Ltd. dan PT Dacheng Engineering Indonesia berhubungan dengan PT Sunny Garden Property sebagai Termohon PKPU. Terkait dengan Kontrak Pekerjaan Dekorasi Proyek Sky House BSD+ Tahap 1 dan Perjanjian Tambahan Kontrak Bangunan Utama Proyek Sky House BSD+ Tahap 2, pemohon PKPU tetap bersikukuh bahwa termohon PKPU masih harus melakukan pembayaran. 

Di sisi lain, perkara ini juga mengandung isu tambahan terkait apakah pengajuan PKPU kedua (karena sebelumnya pernah diajukan dan ditolak) masih dapat diperiksa dengan mekanisme pembuktian sederhana. Pertanyaan implisit yang turut menyertai perkara ini adalah apakah Pengadilan Niaga seharusnya memberikan ruang bagi kontraktor untuk menggunakan instrumen PKPU sebagai sarana menagih pembayaran dari developer, ataukah instrumen ini seharusnya dibatasi, terutama ketika menyangkut perusahaan yang terkait dengan sektor properti dan perumahan publik.

Selain itu, muncul isu mengenai aplikasi SEMA Mahkamah Agung No.3 Tahun 2023 yang secara tegas melarang penggunaan mekanisme pembuktian sederhana dalam permohonan PKPU yang ditujukan terhadap developer apartemen atau rumah susun. Dengan demikian, isu hukum perkara ini menjadi berlapis: mulai dari persoalan formalitas, keberadaan utang, struktur hukum kontrak antara kontraktor dan developer, sampai pada perlindungan konsumen dan pemanfaatan PKPU secara tepat.
Aturan hukum utama yang digunakan dalam perkara ini adalah Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam UU ini ditegaskan bahwa suatu permohonan PKPU harus memenuhi syarat adanya utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih serta adanya lebih dari satu kreditor. Selain itu, PKPU merupakan mekanisme untuk memberikan kesempatan bagi debitor restrukturisasi kewajiban dengan persetujuan kreditor.

Pertama, terkait pembuktian sederhana, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dianggap sederhana karena sifat hubungan hukum antara kontraktor dan developer properti membutuhkan pembuktian yang lebih kompleks. Kontrak pekerjaan konstruksi pada pembangunan apartemen merupakan rangkaian kewajiban yang saling terkait, mulai dari termin pekerjaan, standar teknis, serah terima pekerjaan, hingga verifikasi pembayaran oleh developer. Oleh karena itu, dalam banyak kasus hubungan hukum demikian membutuhkan pemeriksaan mendalami kontrak, bukti pekerjaan, laporan kemajuan, dan perhitungan nilai pembayaran yang seluruhnya tidak dapat dilakukan melalui mekanisme PKPU.

Kedua, Majelis banyak mempertimbangkan keberadaan SEMA No.3 Tahun 2023. SEMA tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa permohonan PKPU terhadap developer apartemen tidak memenuhi kualifikasi pembuktian sederhana. Majelis melihat bahwa Termohon merupakan pengembang apartemen yang unit-unitnya telah terjual dan dihuni, sehingga mekanisme PKPU terhadapnya berpotensi menimbulkan risiko merugikan konsumen yang telah memiliki kepentingan atas unit tersebut.

Ketiga, adanya pengajuan PKPU sebelumnya yang ditolak memperkuat anggapan sengketa ini terlalu kompleks untuk diadili melalui jalur PKPU. Majelis menilai apabila dalam permohonan pertama saja telah diperdebatkan terkait dengan keberadaan utang, maka pengajuan kedua tanpa tambahan bukti kuat menunjukkan bahwa persoalan ini tidak cocok diselesaikan melalui pembuktian sederhana.
Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum, Majelis Hakim akhirnya memutuskan untuk menolak permohonan PKPU yang diajukan Sky House JO terhadap PT Sunny Garden Property. Penolakan tersebut didasarkan pada tidak terpenuhinya syarat pembuktian sederhana dan pertimbangan bahwa kasus ini tidak memenuhi kriteria formalitas materiil sebagai permohonan PKPU yang sah. Pemohon juga dijatuhi kewajiban untuk membayar biaya perkara. Putusan ini memiliki implikasi besar terhadap hubungan hukum kontraktor-developer di Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa PKPU tidak dapat digunakan sebagai alat tekanan terhadap developer, terutama jika proyek sudah memasuki ranah konsumen. Di sisi lain, kontraktor menjadi memiliki beban yang lebih berat untuk menempuh upaya hukum lain yang lebih panjang seperti gugatan wanprestasi.

Namun, dalam perkara ini diterapkan pula SEMA Mahkamah Agung No.3 Tahun 2023 yang mengatur mengenai pembuktian sederhana dalam perkara PKPU dan kepailitan. Salah satu poin penting dalam SEMA tersebut adalah penegasan bahwa perkara yang diajukan terhadap developer apartemen atau rumah susun tidak dapat diperiksa dengan mekanisme pembuktian sederhana. Hal ini karena hubungan hukum antara developer, kontraktor dan konsumen dianggap sangat kompleks sehingga membutuhkan proses pembuktian yang lebih komprehensif, bahkan mungkin lebih tepat diperiksa dalam gugatan wanprestasi biasa.
Dalam memutus perkara ini, majelis hakim secara eksplisit dan mendalam mengacu pada SEMA No.3/2023. Hal ini menunjukkan bahwa SEMA tersebut tidak hanya sekadar pedoman, tetapi telah menjadi landasan hukum yang kuat dalam pertimbangan hakim. Interpretasi hakim terhadap SEMA No.3/2023 dalam putusan ini dapat dilihat dari beberapa aspek kunci:
a. Penolakan Utang yang Disengketakan (Disputed Debt): Majelis hakim tidak lagi menerima begitu saja klaim utang yang diajukan Pemohon. Hakim dengan cermat mempertimbangkan bantahan Termohon dan bukti-bukti yang diajukan bahwa utang tersebut masih menjadi objek sengketa. Mengacu pada pedoman dalam SEMA No.3/2023, hakim berpendapat bahwa utang yang menjadi dasar permohonan kepailitan atau PKPU haruslah utang yang pasti, jelas dan tidak disengketakan. Hakim menyatakan bahwa sengketa mengenai wanprestasi dan jumlah utang seharusnya diselesaikan melalui forum peradilan perdata biasa. Sikap ini merupakan penerapan langsung dari semangat SEMA yang ingin mencegah penggunaan kepailitan sebagai alat penagihan utang.

b. Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudent Approach): Majelis hakim menunjukkan sikap kehati-hatian yang diamanatkan oleh SEMA. Hakim tidak hanya berfokus pada pemenuhan syarat formal adanya utang dan kreditor lain, akan tetapi juga menggali substansi di balik permohonan. Hakim menduga adanya indikasi bahwa permohonan ini diajukan dengan itikad tidak baik oleh Pemohon. Alih-alih membuktikan bahwa Termohon benar-benar insolven, Pemohon tampak lebih berorientasi pada paksaan pembayaran utang yang masih diperdebatkan. Sikap kehati-hatian ini merupakan pergeseran signifikan dari praktik sebelumnya, di mana hakim seringkali cenderung mengabulkan permohonan jika syarat formil terpenuhi.

c. Pengembalian Fungsi Kepailitan: Melalui pertimbangannya, hakim menegaskan kembali fungsi sejati dari hukum kepailitan dan PKPU. Hakim menekankan bahwa mekanisme ini diciptakan untuk menyelesaikan masalah keuangan debitor yang berada dalam kondisi insolven, bukan sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan sengketa perdata. Dengan menolak permohonan yang berlandaskan utang yang disengketakan, hakim secara efektif mengembalikan fungsi pengadilan niaga pada koridor yang seharusnya, yaitu sebagai forum penyelesaian utang kolektif, bukan sebagai "tukang tagih" utang individual.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), permohonan PKPU hanya dapat diajukan apabila debitor mempunyai lebih dari satu kreditor dan memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih; Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 Tahun 2019 menegaskan bahwa hakim wajib memperhatikan syarat-syarat formil dan materil dalam permohonan PKPU, termasuk asas itikad baik dari para pihak; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan keterangan para pihak, Majelis menemukan bahwa:

a. Utang yang didalilkan Pemohon diperdebatkan keberadaannya dan belum dapat dinyatakan sebagai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

b. Terdapat fakta bahwa Pemohon hanya mengajukan klaim berdasarkan hubungan hukum dengan Termohon, tanpa dapat membuktikan adanya keterlibatan kreditor lain, sehingga tidak terpenuhi syarat minimal dua kreditor sebagaimana dimaksud Pasal 222 ayat (2) UU KPKPU;

c. Dari bukti yang diajukan, Termohon masih memiliki kemampuan finansial untuk melunasi kewajiban, sehingga permohonan PKPU ini lebih bersifat upaya menunda pembayaran daripada upaya penyelamatan usaha;

d. Permohonan a quo nyata-nyata diajukan tidak dengan itikad baik, melainkan sebagai bentuk tekanan terhadap Termohon, yang bertentangan dengan prinsip penyalahgunaan proses (abuse of process) sebagaimana ditekankan dalam SEMA No.3 Tahun 2019.
Pertanyaan muncul terkait kesesuaian SEMA tersebut dengan UU Kepailitan dan PKPU. Beberapa pihak berpendapat bahwa larangan yang diberlakukan tidak konsisten dengan ketentuan UU Kepailitan dan PKPU, terutama terkait syarat pembuktian secara sederhana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU. 
Pasal ini mengharuskan adanya minimal dua kreditor serta adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, tanpa adanya pengecualian untuk pengembang apartemen dan rumah susun. Argumen ini menyoroti potensi inkonsistensi antara SEMA No.3 Tahun 2023 dan UU Kepailitan dan PKPU yang dapat memunculkan perdebatan mengenai legalitas dan kejelasan dalam penerapan hukum kebangkrutan di Indonesia.

SEMA Nomor 3 Tahun 2023 lahir dari Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang rutin diadakan untuk menyamakan persepsi dan rumusan hukum di antara para hakim agung. Namun, SEMA kali ini memiliki bobot politik dan substansi yang berbeda. Secara esensial, SEMA ini mencerminkan komitmen Mahkamah Agung untuk menanggapi kritik publik dan menginternalisasi prinsip-prinsip hukum progresif. Ini adalah cerminan dari kesadaran bahwa hukum tidak hanya tentang teks, melainkan juga tentang bagaimana hukum bekerja dan dirasakan oleh masyarakat. Konteks sosial yang melatarbelakangi penerbitan SEMA ini mencakup:
a. Meningkatnya Kesadaran Publik: Era digital membuat informasi tentang putusan pengadilan menyebar dengan cepat, memicu diskusi luas dan kritik terhadap ketidakadilan. Masyarakat semakin vokal menuntut keadilan yang lebih humanis.

b. Kebutuhan Akan Keadilan Restoratif: Peradilan pidana konvensional yang fokus pada pembalasan (retributive justice) seringkali tidak menyelesaikan akar masalah. Terdapat kebutuhan akan pendekatan yang lebih damai dan memulihkan, terutama untuk kasus-kasus ringan.

c. Perkembangan Teori Hukum Progresif: Tokoh-tokoh hukum di Indonesia telah lama mengampanyekan gagasan bahwa hukum harus berpihak pada keadilan rakyat, bukan sekadar teks mati. SEMA ini menjadi legitimasi resmi bagi para hakim untuk mengadopsi pemikiran progresif tersebut.
Selain itu, SEMA No.3 Tahun 2023 secara jelas memperkuat penerapan keadilan restoratif. Konsep ini berbeda dari keadilan retributif yang fokus pada pembalasan. Keadilan restoratif bertujuan memulihkan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat yang terdampak.
 Rumusan dalam SEMA ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi hakim untuk mempertimbangkan penyelesaian di luar pengadilan. Untuk kasus tertentu, terutama tindak pidana ringan, hakim didorong untuk mencari solusi yang dapat mengakhiri perkara tanpa perlu penjatuhan pidana. Selain itu, kepatuhan pelaku juga menjadi pertimbangan penting. Jika pelaku menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki kesalahannya, misalnya dengan mengembalikan kerugian atau meminta maaf, hal ini dapat menjadi pertimbangan penting dalam memutus perkara. Penerapan keadilan restoratif, yang kini didukung secara institusional oleh Mahkamah Agung, menunjukkan perubahan signifikan dari pendekatan yang kaku dan menghukum menjadi pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.

Penerbitan SEMA No.3 Tahun 2023 memiliki implikasi yang luas dan mendalam bagi sistem peradilan pidana di Indonesia. SEMA ini memberikan diskresi yang lebih besar pada hakim. Diskresi ini bukan untuk sewenang-wenang, melainkan untuk memberikan ruang bagi hakim untuk menimbang keadilan yang lebih substantif. Hakim kini dapat keluar dari jerat "kepastian hukum" yang absolut dan mempertimbangkan keadilan dalam arti yang sesungguhnya. Namun, diskresi ini juga membawa tantangan, seperti risiko ketidakseragaman putusan antar hakim (disparity in sentencing). Oleh karena itu, SEMA ini harus diiringi deng
an sosialisasi dan pelatihan yang masif agar para hakim memiliki pemahaman yang sama. Diskresi yang lebih besar juga menuntut akuntabilitas yang lebih tinggi. Hakim harus mampu menjelaskan pertimbangan-pertimbangan mereka dengan argumentasi hukum yang kuat dan rasional.
Dalam konteks sistem hukum Indonesia, kedudukan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 memang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah. SEMA merupakan instrumen administratif yang bersifat internal, yang ditujukan sebagai pedoman bagi hakim dalam menjalankan fungsi yudisial. Meskipun demikian, 
dalam praktik ketatanegaraan dan peradilan, SEMA memiliki daya ikat yang kuat secara fungsional, khususnya dalam menciptakan keseragaman penerapan hukum (uniformity of law) di lingkungan peradilan. Oleh karena itu, SEMA dapat dipandang sebagai bentuk quasi-regulation yang memainkan peran penting dalam mengisi kekosongan hukum serta mengarahkan interpretasi hakim terhadap norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
Implikasi dari diberlakukannya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terhadap para pemangku kepentingan (stakeholders) sangat signifikan. Bagi kreditur, SEMA ini secara langsung membatasi penggunaan instrumen kepailitan sebagai alat tekanan. Kreditur tidak lagi dapat dengan mudah mengajukan permohonan pailit hanya untuk mempercepat pembayaran utang, melainkan harus mampu menunjukkan bahwa utang yang dimaksud tidak disengketakan dan bahwa debitur benar-benar berada dalam kondisi tidak mampu membayar. Hal ini mendorong kreditur untuk kembali menggunakan mekanisme hukum perdata yang lebih tepat, seperti gugatan wanprestasi atau penyelesaian melalui arbitrase dan mediasi. Dengan demikian, terjadi pergeseran pola penyelesaian sengketa dari yang bersifat koersif menuju yang lebih proporsional.

Bagi debitur, SEMA ini memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap ancaman kepailitan yang bersifat oportunistik. Debitur yang masih dalam kondisi solvent tidak lagi mudah dipailitkan hanya karena adanya sengketa utang yang belum jelas. Perlindungan ini sangat penting dalam konteks dunia usaha, karena status pailit tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada reputasi bisnis, kepercayaan investor, serta keberlangsungan operasional perusahaan. Namun demikian, perlindungan ini tidak berarti memberikan ruang bagi debitur untuk menghindari kewajibannya, karena prinsip itikad baik tetap menjadi dasar dalam setiap hubungan hukum.
Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 juga memiliki keterbatasan. Sebagai instrumen yang bersifat internal, SEMA tidak memiliki kekuatan mengikat secara eksternal seperti undang-undang. Oleh karena itu, efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi penerapan oleh hakim. Selain itu, perbedaan interpretasi antar hakim masih mungkin terjadi, sehingga tujuan untuk menciptakan keseragaman belum tentu sepenuhnya tercapai. Tantangan lain adalah kurangnya pemahaman dari para pihak terhadap substansi SEMA, yang dapat menghambat implementasinya secara optimal.

Meskipun SEMA tersebut tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, peran SEMA ini sangat penting sebagai pedoman bagi yurisprudensi. Adapun putusan-putusan hakim yang mengadopsi rumusan dalam SEMA ini akan menjadi preseden. Seiring waktu, preseden-preseden ini akan membentuk suatu tren putusan yang lebih humanis dan berkeadilan substantif. Dengan demikian, SEMA ini secara bertahap akan menciptakan tradisi peradilan yang baru, yang lebih peka terhadap keadilan sosial. Meskipun progresif, implementasi SEMA ini menghadapi tantangan. Perubahan budaya organisasi di mana hakim, jaksa dan penyidik telah lama terbiasa dengan pendekatan formalistik akan membutuhkan waktu dan usaha yang besar. Selain itu, hakim seringkali memiliki beban kerja yang sangat berat. Menganalisis setiap kasus dengan lebih mendalam untuk menemukan keadilan substantif membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih banyak. Rumusan SEMA juga mungkin tidak selalu jelas dalam setiap kasus, meninggalkan ruang interpretasi yang beragam. Ini dapat menimbulkan risiko ketidakpastian jika tidak diimbangi dengan komunikasi dan koordinasi yang baik di antara para hakim.

C. PENUTUP
Tinjauan mendalam terhadap praktik hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di Indonesia menunjukkan sebuah paradoks yang meresahkan: undang-undang yang semula dirancang sebagai mekanisme penyelamatan dan penyelesaian utang secara adil, dalam perkembangannya, justru kerap disalahgunakan menjadi instrumen penagihan utang yang agresif.
 Penyalahgunaan ini tidak hanya menciderai tujuan luhur UU Kepailitan, tetapi juga menciptakan iklim bisnis yang penuh ketidakpastian, di mana debitor, bahkan yang beritikad baik, rentan terhadap ancaman pailit yang tidak proporsional. Dalam konteks inilah, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tampil sebagai sebuah intervensi hukum yang krusial dan memiliki urgensi yang tak terbantahkan. SEMA ini adalah sebuah pernyataan tegas dari lembaga peradilan tertinggi bahwa praktik-praktik yang merugikan tersebut harus dihentikan, dan bahwa semangat keadilan substantif harus kembali menjadi nafas utama dalam setiap putusan pengadilan niaga.

Analisis putusan-putusan PKPU, baik sebelum maupun setelah penerbitan SEMA, mengungkap adanya pergeseran yang nyata dalam cara hakim memandang dan menerapkan prinsip pembuktian sederhana. Sebelum SEMA ini berlaku, interpretasi terhadap prinsip tersebut cenderung formalistik.
 Hakim sering kali mengabulkan permohonan PKPU atau kepailitan hanya dengan melihat bukti-bukti formal yang diajukan oleh kreditor, seperti faktur, perjanjian, atau acknowledgment of debt, tanpa mendalami substansi sengketa yang mungkin ada di balik dokumen-dokumen tersebut. 
Pendekatan ini, meskipun tampak menjamin kepastian hukum, seringkali mengabaikan realitas di lapangan dan membuka celah bagi kreditor yang nakal untuk memanipulasi proses hukum. Debitor yang menyangkal utang dengan argumen yang valid, misalnya, karena adanya sengketa tentang kualitas barang atau jasa, seringkali tidak mendapatkan kesempatan yang memadai untuk membuktikan sanggahannya dalam forum yang sempit dan berbatas waktu di pengadilan niaga.
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